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KATA PENGANTAR

Resilient City adalah konsep perencanaan kota dimana kota diharapkan bisa tetap
memfungsikan berbagai sistemnya ketika ada gangguan semisal bencana. Penerapan
Konsep Resilient City sangat penting mengingat posisi kebanyakan kota-kota di Indonesia
yang tidak terlepas dari berbagai jenis ancaman bencana alam dan bencana akibat perilaku

manusia.

Di Indonesia, bahaya-bencana terkait perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, badai, dan
longsor telah menyebabkan banyak kehilangan nyawa manusia dan penghidupan, hancurnya
ekonomi dan infrastruktur, perubahan tatanan sosial juga kerusakan lingkungan. Frekuensi
dan intensitas bahaya-bencana ini cenderung meningkat. Dalam menghadapi perubahan
iklim, peningkatan ketahanan sistem dalam masyarakat untuk mengurangi resiko bahaya
perubahan iklim dilakukan melalui upaya mitigasi dan adaptasi. Mitigasi yaitu upaya
mengurangi sumber maupun peningkatan gas rumah kaca, dengan tidak mengurangi
pertumbuhan sekaligus pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sementara adaptasi
merupakan tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif,

baik dari kerawanan bencana maupun perubahan iklim.

Seiring dengan terus meningkatnya bahaya-bencana tersebut maka diperlukan suatu
pendekatan pengelolaan kebencanaan yang didukung adanya kebijakan dan strategi
mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim bidang penataan ruang yang mampu
menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi. Kebijakan dan strategi mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim nasional diharapkan mampu menghadapi permasalahan dimaksud

dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan sumber daya yang dimiliki suatu daerah.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menegaskan bahwa mitigasi

bencana menjadi suatu aspek yang penting diperhatikan. Penataan ruang wajib
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memperhatikan aspek kebencanaan yang berada di dalam suatu daerah dengan
mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam rencana tata ruang. Untuk semakin
memantapkan peran dan fungsi penataan ruang dalam pengurangan resiko bencana akibat
perubahan iklim, maka diperlukan adanya kebijakan dan strategi mitigasi dan adaptasi

perubahan iklim bidang penataan ruang yang adaptif dan responsif.

Berdasarkan hasil analisis awal, terdapat 7 (tujuh) kota di Indonesia yang termasuk dalam
136 (seratus tiga puluh enam) lokasi prioritas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, dan sekaligus termasuk dalam
kategori 50 (lima puluh) wilayah terentan perubahan iklim dalam Rencana Aksi Nasional —
Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) 2014. Kota tersebut adalah: Kota Bandung, Surabaya,
Bogor, Depok, Tangerang, Malang, dan Balikpapan. Maka tujuh kota ini dapat
dipertimbangkan sebagai kota-kota prioritas di Indonesia untuk didorong menjadi kota

tangguh bencana dan berketahanan perubahan iklim (Resilient City).

Dalam kajian pengembangan konsep Resilient City tahun anggaran 2015 telah dihasilkan
draft buku panduan pengembangan Resilient City. Di tahun anggaran 2016 Direktorat
Jenderal Tata Ruang cqg. Direktorat Penataan Kawasan menindaklanjutinya dengan
melakukan penilaian tingkat ketangguhan bencana dan ketahanan perubahan iklim pada
kota-kota prioritas di Indonesia dengan mengacu pada buku panduan tersebut. Hasil
penilaian yang dilakukan akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan dan/atau
penyempurnaan rencana aksi (action plan) untuk mewujudkan Resilient City, yang

selanjutnya perlu diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah kota.

Buku ini merupakan buku pertama dari serangkaian buku yang berisi kajian-kajian yang telah
dilakukan melalui Kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Ruang untuk Mewujudkan Kota
Tangguh Bencana dan Berketahanan Perubahan Iklim. Buku ini berisi serangkaian indikator

dan variabel dalam menilai tingkat ketangguhan dan ketahanan kota dalam menghadapi
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bencana dan dampak perubahan iklim, yang diharapkan dapat menjadi salah satu referensi
dan acuan bagi pemerintah daerah dalam menilai kondisi ketangguhan kotanya, dan
kemudian menentukan langkah-langkah dan rencana aksi yang implementatif untuk menuju
kota yang tangguh bencana dan berketahanan perubahan iklim melalui peningkatan kualitas

tata ruangnya.

Pendekatan dan kajian yang digunakan dalam merumuskan indikator dan variabel penilaian
ketangguhan kota pasti akan terus berkembang di masa mendatang. Untuk itu, tidak
menutup kemungkinan indikator dan variabel ini dapat terus disempumakan, atau bahkan

berubah, menyesuaikan dengan perkembangan terkini.

Jakarta, Desember 2016

Tim Penulis
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KEBUAKAN TERKAIT PENATAAN RUANG, PENANGGULANGAN BENCANA, DAN
PENGEMBANGAN RESILIENT CITY DIINDONESIA

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Dalam menyelenggarakan penataan ruang, harus memperhatikan kondisi fisik wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, geostrategi, geopolitik dan geoekonomi.
Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kota terhadap bencana meliputi:
a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; dan
c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki,
angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang
dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial

ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

s - eessss—————

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dibagi menjadi 4 (empat) aspek yang meliputi:
sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; kelestarian lingkungan hidup; kemanfaatan dan
efektivitas; dan lingkup luas wilayah. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
Pemerintah dapat: menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk
permukiman; dan/atau mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan
setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

a. Pra-bencana
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra-bencana meliputi: Dalam

situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
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b.

C.

Saat Tanggap Darurat
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya
2. Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi:
3. Penentuan status keadaan darurat bencana
4. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
5. Pemenuhan kebutuhan dasar
6. Pelindungan terhadap kelompok rentan

7. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Pasca Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:
rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan: perbaikan
lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan
perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan;
rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial ekonomi budaya; pemulihan
keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi
pelayanan publik. Sedangkan rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan
yang lebih baik, meliputi: pembangunan kembali prasarana dan sarana; pembangunan
kembali sarana sosial masyarakat; pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya
masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang
lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi,
dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama

dalam masyarakat.
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Kebijakan Perwujudan Kota Berketahanan Iklim dan Bencana dalam RPJMN

Salah satu sasaran utama pembangunan nasional periode ketiga adalah pembangunan
wilayah dan antar wilayah. Pembangunan wilayah meliputi pembangunan Perkotaan dan
Pembangunan Perdesaan. Arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan difokuskan
untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang
sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal. Untuk itu, strategi

pembangunan perkotaan tahun 2015-2019 adalah:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

a. Mendorong kawasan perkotaan metropolitan baru sebagai sentra produksi
pengolahan barang dan jasa untuk melayani KTI serta memantapkan peran dan
fungsi kawasan metropolitan yang sudah ada untuk menjadi pusat berskala
global;

b. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan antar pulau di 12 kawasan
perkotaan metropolitan dan 20 kota otonom prioritas di luar Pulau Jawa-Bali
yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi dan mengoptimalkan Alur
Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan jalur tol laut.

2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota
aman, nyaman, dan layak huni
3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan lklim dan Bencana

a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun
ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience);

b. Menyediakan sarana prasarana yang berorientasi pada konsep hijau dan
berketahanan, antara lain: green open space (ruang terbuka hijau), green waste
(pengelolaan sampah dan limbah), green water (efisiensi pemanfaatan dan

pengelolaan air permukaan), green transportation (transportasi ramah
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